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PUTUSAN
Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Gdt

~ 7

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN
PESAWARAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh,
tempat kediaman di KOTA BANDAR LAMPUNG, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12

Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Gdt,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pergugat dengan Tenggugat adalah suami istr iyang sah yang
nikahnya di laksanakan pada tanggal 14 Juli 2008 di rumah Penggugat
dengan wali nikah ayah kandung penggugat mas kawin berupa Emas 3
Gram di banyar tunai yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten
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Pesawaran sebagai bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor 660/94/VII/2008 tertanggal 14-07-2008 yang di keluarkan oleh
KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ;

2. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat didasarkan suka
sama suka, penggugat berstatus Perawan sedangkan tergugat berstatus
Perjaka dan sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat
taklik yang isinya aebagai mana tercantum di Buku Kutipan Akta Nikah ;

3. Bahwa penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya
suami istri (ba'da dukhul) Telah di karuniai 2 Orang anak :

- ANAK-1, Lahir Tanggal, 30 September 2009

- ANAK-2, Lahir Tanggal, 15 April 2016

anak-anak Tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Kelurah Sukaraja Kecamatan Gedong
Tataan Kabupaten/Kota Pesawaran selama lebih kurang 1 bulan,
Kemudia Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di kontrakan di
Kelurahan Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Selama sampai dengan
sekarang;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
damai namun semenjak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan :

- Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah
tangga sehari-hari , sehingga penggugat harus berkerja untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi Penggugat dan Tergugat ,
hal ini lah yg membuat sering terjadi pertengkaran ;

- Tergugat temeramental suka marah-marah tanpa sebab kepada
Penggugat walaupun hanya masalah kecil saja ,

- Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas
dan tidak mau kembali kecuali Penggugat harus menjemputnya ;

- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang

tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah
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orangtuanya, sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah
orangtuanya sendiri;

- Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada laki &€“ laki
lain tanpa bukti dan alas an yang jelas

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada tahun Juli 2017 dengan sebab Tergugat tidak
bertanggung jawab dengan kehidupan Ekonomi sehari - hari yang
berakibatkan anatara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat karna sudah tidak tahan
dengan perbuatan Tergugat dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat
tersebut diatas , sedangkan Tergugat pulang kerumah saudara Tergugat
sebagaimna alamat Tergugat tersebut diatas yang sampai dengan
sekarang sudah lebih kurang 3 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak
memberikan nafkah lahir batin,

7. Bahwa Penggugat telah meminta bantuaan kepada keluarga Penggugat
dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat , akan
tetapi tidak ada hasil

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut , Penggugat tidak sanggup lagi
bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak
mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan

lebih baik bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

2. Menyatakan perkawinan Penggugat PENGGUGAT dam Tergugat
TERGUGAT putus karna perceraian ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :
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Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor
1871055510910008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Pesawaran tanggal 01 Februari 2018 Bukti surat tersebut telah
dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran, Nomor 660/94/V11/2008 Tanggal 14 Juli 2008,
bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.
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Saksi 1, SAKSI-1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN
PESAWARAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak Tahun 2017.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tegugat tidak memberi nafkah, cemburiu tanpa
alasan, sering berkata kasar, sering pulang tanpa izin, dan tidak
memiliki pekerjaan tetap;

- Bahwa saksi sering melihat/mendengar langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
Tahun 2017 sampai sekarang;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;

- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak
keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

- Bahwa saksi hanya memberikan nasihat kepada Penggugat saja;

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;
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Saksi 2, SAKSI-2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PESAWARAN,

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Paman Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak 4-5 bulan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal di Tahun 2017

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat tidka memberikan nafkah, temperamental,
cemburuan serta sering pulang ke rumah orang tua Terguagt tanpa
sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat/mendengar langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
Tahun 2017 sampai sekarang;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;

- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak
keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

- Bahwa saksi hanya memberikan nasihat kepada Penggugat saja;
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- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan
menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga
dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap
menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim tidak dapat
memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana
maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan sepanjang gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak
bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat
(1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
diakibatkan:

- Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah
tangga sehari-hari , sehingga penggugat harus berkerja untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari ekonomi Penggugat dan Tergugat , hal ini lah yg
membuat sering terjadi pertengkaran ;

- Tergugat temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada
Penggugat walaupun hanya masalah kecil saja ,

- Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas
dan tidak mau kembali kecuali Penggugat harus menjemputnya ;

- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat
tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orangtuanya,
sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orangtuanya sendiri;

- Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada laki 4€“ laki lain
tanpa bukti dan alas an yang jelas sehingga antara Penggugat dan
Tergugat pisah tempat kediaman sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang,
dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat,
namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap
diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan
mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan alat bukti surat

P.1, P.2 serta dua orang saksi;
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Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang
dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
(volledig en bindende bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula
dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal
dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan
Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang
untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta
autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil
dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat
bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan
harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah
sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya,
Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara
ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: SAKSI-1 dan SAKSI-2, keduanya telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah
memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat
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(1) R.Bg juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan
Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, junctis Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat
diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan
pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran
sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta
telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan
demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat
materiil, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai
bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalii dan alasan gugatan
Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan
pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat
sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab
(Vreem de Oorzaak) dan akibat hukum (Rechts Gevolg) dari
ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni
adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat, karenanya keterangan  saksi-saksi tersebut dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi
ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang
terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Dan berdasarkan
Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi
Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran
yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan
Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penyebab
perselisinan yang diakibatkan tidak ada kesepakatan dalam menentukana

tempat tinggala bersama tidak terbukti. Namun, berdasarkan gugatan
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Penggugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang

saksi, Majelis Hakim menemukan fakta—fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gedong Tataan;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak Tahun 2017 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering
berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah keluarga,
berkata kasar, cemburu dan sering pulang tanpa izin;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah selama 3 (tiga) tahun dan
selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan
kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat, telah pula dilakukakan upaya musyawarah keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena

Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di
atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage)
sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) dalam
membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tujuan pernikahan untuk

membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana
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dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat
ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak
keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak
berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan
Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang
memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya
Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam
kitab Al-Igna juz 1l halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis

sebagai berikut:
mu&m\ 4:\.‘9 dﬂ: LQQJJ’S 2\9333\ i.ﬁJ e ) \3\3

Artinya: “Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap
suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)
nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi
rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada
harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang
lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat
diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah
Figiyah;

C.JLm.d\ s e e.ﬁa duldall ¢ ya

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil

kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai

secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
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rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak
disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad),
maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan

dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan
sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak
melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu ba’in shugro Tergugat kepada Penggugat
sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama Gedong Tataan adalah talak satu bain sugra, talak mana
dijatuhkan berdasarkan permintaan Pengggugat sebagai istri, maka
sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas
istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan
bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah

baru;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat
telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan
berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap

Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 17 Zulgaidah 1441 Hijriah oleh Dadi Aryandi,
S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Wawan Mulyawan, Lc. dan Muhamad Ainun
Najib, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi
Oktavia, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Wawan Mulyawan, Lc. Dadi Aryandi, S.Ag.
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Muhamad Ainun Najib, S.H.
Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp  440.000,00
- PNBP Panggilan Rp 20.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
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